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Paliudju- Ma'mun Amir
dalam suratnya, nomor :
622/35.54/Bappeda,  ter-
tanggal 21 Oktober 2008,
memohon untuk memind-
ahkan jalan Provinsi pada
poros jalan dari Desa Uso
Kecamatan Batui, menuju
Desa Tangkian Kecamatan
Kintom.

Langkah yang diambil
mantan Bupati Ma'mun
Amir, kelihatannya sudah
sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 35 tahun
2006, tentang jalan, bah-
wa mulai dari perenca-
naan, pelaksanaan, peme-
liharaan dan evaluasi ja-
lan Provinsi yang berada
dalam hukum administra-
si Pemerintah Kabupaten/
Kota, menjadi kewenangan
Provinsi.

Ternyata, mantan Bupati
Banggai, Ma'mun Amir
saat dihubungi Pos Palu via
ponselnya mengakui, kalau
soal ganti rugi tanah pada
jalan pengganti itu saat dia
tidak lagi menjabat sebagai
Bupati Banggai. Katanya,
kewenangan untuk menan-
datangani tukar guling ja-
lan pengganti jalan Provinsi
itu kewenangannya ada pa-
da Gubernur Sulteng, kare-
na itu jalan propinsi.

“Yaa...jalan Provinsi itu
kewenangan  Gubenur.
Saya tidak tahu menahu so-
al ganti rugi tanah masyara-
kat, seputar jalan peng-
‘ganti, karena saya tidak la-
gi menjabat sebagai Bupati

Banggai,” tegas Ma'mun
Amir.

Dari informasi yang ber-
hasil dihimpun Pos Palu,

bahwa liku-liku perjalanan

panjang dalam melahirkan
sebuah proses perijinan ter-
hadap lahan pengganti ja-
lan Provinsi untuk kepent-
ingan perusahaan DS-LNG,
ternyata direspon man-
tan Gubernur Paliudju..
Bahkan khabarnya, ni-
at dan keinginan mantan
Bupati Ma’'mun Amir dito-
lak DS-LNG, tentang ren-
cana jalan pengganti yang
diarahkan dari Kalolos -
Uso, sepanjang 12,5 KM,
dengan rencana biaya yang
ditawarkan sebesar Rp.300
milyar.

Apa yang terjadi ?
Khabarnya, DS-LNG meng-
abaikan keinginan Ma'mun
Amir dan mengambil ja-
lan pintas melakukan
manuver ‘terselubung, me-
lalui mantan Gubernur
Sulteng HB. Paliudju, yak-
ni melakukan nota kese-
pakatan bersama (MoU),
di Provinsi = Denpasar,
Bali, Nomor, 030/01/
Dis.PUD/2011 dan 001/
DSLNG-AGR/1/2011, tang-
gal 3 Januari 2011, tentang
Tukar Menukar Barang/
Aset Milik Pemerintah
Daerah Provinsi Sulteng,
berupa jalan pengganti.

Dalam MoU terse-
but, Pémda Banggai han-
ya sebagai Saksi pertama
(1). Mantan Kadis PUD
Propinsi Sulteng, Ir. Noer
Mallo, M.Si, sebagai Saksi
(I1). Pihak I, Gubernur
Sulteng, HB.Paliudju, Pihak

II, Yenny Andayani, se-
laku Direktur PT.DS-LNG,
dan Pihak III,Leomirnandi
Djohan Karamoi, selaku
Direktur PT.DS-LNG.
Dalam MoU yang dila-
hirkan di Bali itu memuat
15 clausal pasal. Salah satu
pasal 6, point 5, disebutkan
bahwa, pihak II (DSLNG)
akan mulai melakukan mo-
bilisasi pembangunan jalan
baru, setelah proses pen-

gadaan tanah selesai dan

penunjukkan  kontraktor
pelebaran jalan baru telah
dilakukan. -
Anehnya, Perusahaan su-
dah melakukan penggu-
suran lahan masyarakat se-
belum selesai proses gan-
ti rugi. Sehingga perma-
salahan ini banyak menu-
ai aduan masyarakat, yang
merasa tanahnya belum
dibayarkan dan melapork-
an persoalan tindak pidana
pengrusakan dan penyero-
botan ini ke Polres Banggai.
Ketua LSM Aktor, Fadly
kepada Pos Palu men-
gatakan, dalam MoU, Pada
pasal 7, dijelaskan, bahwa
pihak II menanggung se-
luruh biaya pengadaan ta-
nah dan proses perijinan.
Artinya, disini bahwa yang
menanggung biaya peng-
ganti rugi dalam proses
perijinan adalah pihak ke
II, termasuk negosiasi har-
ga tanah dan tugas Pemda

Banggai selaku Saksi I itu

hanya bertindak sebagai
pengawas pembangunan
bukan negosiator yang
menentukan harga tanah
masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 8

tentang serah terima jalan
baru dan jalan lama, point
1 disebutkan, setelah pe-
nyelesaian kegiatan (pem-
bebasan, pembuatan ja-
lan dan proses perizinan),
Pihak II akan melakukan
proses serah terima, jalan
baru kepada pihak perta-
ma. Kemudian pada point
3, serah terima jalan seb-
agaimana pada ayat 1, di-
tuangkan dalam Dberita
acara tukar menukar ba-
rang (ruislag) aset mi-
lik Pemerintah Provinsi

Sulteng.
“PT.DSLNG sudah meng-
‘gunakan jalan - Provinsi

yang merupakan kepentin-
gan umum, belum ada ja-
lan pengganti. Karena ma-
syarakat umum saat ini
masih melewati jalan ak-
ses kontrol perusahaan.
Artinya, tidak mungkin pe-
rusahaan berani menggu-
nakan jalan Propinsi tanpa
ijin Pemda, baik Gubernur
dan Bupati. Sementara ja-
lan pengganti belum ada.
Dalam MoU itu kata Fadli,
sifatnya adalah tukar gul-
ing. Aneh kan ? Nah, kapan
proses tukar guling itu di-
lakukan sementara DS.LNG
sudah menutup dan meng-
gunakan jalan Provinsi se-
bagai jalur pipanisasi ?
“Ini adalah masalah besar
yang harus segera disikapi
oleh Pemprov Sulteng dan
Pemda Banggai. Sehingga
tidak ada kesan bahwa
Gubernur Sulteng dan
Bupati Banggai telah men-
jual aset negara berupa ja-
lan propinsi kepada DS-
LNG,” pinta Fadly. (mto)




